Nama : Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Provinsi : Sumatera Barat
Indikator . Kebijakan Pelayanan
Isi lampiran  : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan
administrasi kepada masyarakat secara efektif, efisien
dan responsif serta mendorong tumbuhnya
akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, perlu
dilakukan  perubahan terhadap  penyelenggaraan
pelayanan administrasi  terpadu kecamatan  di

Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

b. bahwa schubungan dengan telah disclenggarakannya
pelayanan administrasi oleh masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, mengakibatkan berkurangnya

bentuk pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan;

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun

2016...




Mengingat

59=
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang:

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerabh...
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2016 Nomor 2 Seri E.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ¢ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 2 Seri E.1), diubah sebagai
berikut:
1. Bagian Kesatu BAB IV dihapus.
2. Pasal 5 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyelenggaraan administrasi pelayanan publik meliputi :

a.rekomendasi surat nikah dan dispensasi nikah;

b.rekomendasi daftar susunan keluarga untuk kelengkapan
administrasi pengurusan pensiun;

c. pelayanan legalisasi surat keterangan ahli waris;

d.legalisasi surat kepemilikan tanah;

e. rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian/kelakuan baik;

f. rekomendasi surat keterangan kurang mampu/penghasilan;

g. rekomendasi permohonan jaminan kesehatan masyarakat;

h.rekomendasi keterangan domisili;

i. surat..,




4.
i. surat keterangan bersih diri; dan

j. surat keterangan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

Standar operasional prosedur pelayanan publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.
Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang
Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang

pada tanggal 24 Mei 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN
Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

td.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 23




WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

. bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat
mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana diatur Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Walikota
mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat yang
meliputi wewenang bidang perizinan dan non perizinan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Padang Panjang tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Deaerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




Menetapkan

10.

11.

12.

13.

"
-

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12
Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang yang karena
kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah mempunyai
tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan
dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.




10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

3

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Padang
Panjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan  kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan atau penyerahan urusan
kewenangan pemerintahan vang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi
catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan
permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian,
keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan
baik bersifat vertikal maupun horizontal.

Pembinaan adalah serangkaian Kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas,
bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran Kkinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu
meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan
pelaksanaan.

Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai
kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah untuk

a.

ano

melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan
responsif;

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan;
memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

a.

b,

pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan
sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelayanan administrasi
terpadu kecamatan,;

Standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan.
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BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 4

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a.
b.

o

mo o

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang didelegasikan Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

FER D0 O

perizinan;
rekomendasi;
koordinasi;
pembinaan;
pengawasan;
fasilitasi;
penetapan;

. penyelenggaraan;

kewenangan lain yang dilimpahkan

(3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan
sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan

efisiensi.
BAB IV
BENTUK PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 5

Pendelegasian sebagian kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yakni meliputi :

a. pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal satu
lantai dengan luas bangunan dibawah 100m?;

b. pelayanan Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUl), Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk usaha
dengan modal usaha maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang
meliputi:

Sbh i gl oo

Usaha Perdagangan bidang Pertanian dan Perikanan;

Usaha Perdagangan bidang Penggalian;

Usaha Perdagangan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
Usaha Perdagangan jasa pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah;
Usaha Perdagangan besar dan enceran, reparasi dan perawatan mobil dan
sepeda motor;
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Usaha Jasa Transportasi dan pergudangan;

Usaha Perdagangan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;

Usaha Perdagangan Jasa Informasi dan komunikasi;

. Usaha Perdagangan Jasa Pendidikan;

0 Usaha Perdagangan Jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan
yang menghasilkan barang/jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri
untuk memenuhi kebutuhan;

11.Usaha obat tradisional;

12.Usaha Produk P-IRT ( Pangan-Industri rumah tangga)

13.Usaha Produk layak higiene sanitasi depot air minum,;

14, Usaha pertanian tanaman pangan dan holtikultura;

15.Usaha peternakan;

16.Usaha perikanan;

17.Usaha pengembangan benih dan pupuk dalam rangka usaha di bidang

pembenihan/pembibitan dan pemupukan.

o ol

c. pelayanan Advice Planing;
d. pelayanan penyedotan tinja.

Bagian Kedua
Non Perizinan

Pasal 6

Penyelenggaraaan administrasi pelayanan publik meliputi :

RSO A0 T

a?“

pelayanan kartu keluarga;

pelayanan kartu tanda penduduk;

pelayanan kependudukan pindah keluar;

pelayanan kependudukan pindah datang;

pelayanan akta kelahiran;

pelayanan akta kematian;

pelayanan permohonan KTP/KK bagi penduduk dengan perubahan data;
rekomendasi surat nikah dan dispensasi nikah;

rekomendasi SPTB dan surat pensiunan;

pelayanan legalisasi surat keterangan ahli waris;

rekomendasi kesalahan penulisan nama dalam administrasi kependudukan
yang digunakan untuk keperluan Kantor Imigrasi;

legalisasi surat kepemilikan tanah;

. rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ Kelakuan Baik; dan

n. rekomendasi surat keterangan kurang mampu/ penghasilan.

(1)

(2)

BABV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 7

Camat dalam menyelenggaraaan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota

sebagaimana dimaksud Pasal 3, berpedoman pada :

a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;

c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan

d. Standar operasional prosedur yang berlaku.

Dalam menyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
camat wajib berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang yang secara fungsional melaksanakan
dan/atau mengelola bidang urusan pemerintahan daerah.
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BAB VI
STANDAR PELAYANAN DAN URAIAN TUGAS
PERSONIL KECAMATAN

Pasal 8

Standar pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu
kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, meliputi :

a. jenis pelayanan;

b. persyaratan pelayanan;

proses/prosedur pelayanan;

pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
waktu pelayanan;

biaya pelayanan.

mean

Pasal 9

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.

Pasal 10

Uraian tugas personil dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Kepala dinas, badan, kantor dan bagian wajib melaksanakan pembinaan teknis
sesuai tugas pokok fungsinya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota
yang didelegasikan kepada Camat, di bawah pengendalian Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Pembinaan teknis meliputi :

a. menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai
pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan.

b. melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan
sebagian kewenangan pemerintahan yang didelegasikan; dan

c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pegawai yang melaksanakan
tugas sebagian kewenangan Walikota yvang didelegasikan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sebagian
wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Camat untuk melaksanakan
sebagian urusan Otonomi Daerah,

(2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang
didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap tahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) disampaikan
Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
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BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14
(1) Camat wajib menyampaikan laporan kepda Walikota melalui Sekretaris Daerah

atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan, baik secara periodik
maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

(2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
setiap minggu pertama pertama bulan juli dan minggu terakhir bulan Desember.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud apada ayat (1), ditujukan kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang terkait
secara teknis maupun fungsi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15
Biaya pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang kewenangan
penyelenggaraannya didelegasikan oleh Walikota kepada Camat dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 15 Januari 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 15 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dto
SYAHDANUR

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI E.1
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Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 2 Tahun 2016

Tanggal : 15 Januari 2016

Tentang : Penyelenggaraan  Pelayanan
Administrasi Terpadu

Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah  Kota  Padang
Panjang.

URAIAN TUGAS PELAKSANA TEKNIS PATEN

1. Petugas Pelayanan Kecamatan

a.

b.

e.
f.

8-

a.

b.
c.

menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan permohonan yang
diajukan.

memberikan penjelasan kepada warga masyarakat terkait permohonan yang
diajukan.

permohonan yang persyaratannya sudah lengkap diagendakan.

. melakukan verifikasi terhadap berkas yang disampaikan oleh petugas

Kelurahan dan mengagendakannya.

menyampaikan berkas yang telah diverifikasi kepada kasi terkait.
menyerahkan surat/ berkas hasil pengurusan kepada pemohon.
bertanggungjawab terhadap arsip dokumen paten.

Kasi Terkait Kecamatan

melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan warga yang diajukan oleh
petugas pelayanan.

melakukan peninjauan ke lapangan jika dirasa perlu.

memeriksa surat yang dibuat oleh operator dan menyampaikannya kepada
Sekretaris Camat.

3. Operator Komputer

a.
b.
c.
d.

a.
b.

mengentri data permohonan yang diajukan oleh warga.

mencetak surat atau rekomendasi yang dimohonkan oleh warga masyarakat,
menghimpun database kecamatan terkait penyelenggaraan PATEN,
mengamankan dan menyiapkan back up database dalam media penyimpanan
atau komputer.

Sekretaris camat

memeriksa dan meneliti berkas dan surat yang disampaikan kasi terkait.
surat yang telah sesuai dengan ketentuan di paraf dan dilanjutkan ke camat
untuk ditandatangani.

5. Camat
memeriksa dan menandatangani surat yang telah sesuai dengan ketentuan.

WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto

HENDRI ARNIS




MNo. Dakumen : SP-O1

STANDAR PELAYANAN sl 24 Jaruan 2022

REKOMENDASI DISPENSASI NIKAH VL -0 P 202

Unit Kenja KECAMATAN FADANG PANJANG BARAT

A. ' Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

— U — —
R Z| ) ' ) ] -

a, Fowcogy KTP

b. Fotocopy KK

1. |Persyaratan <. Fotocopy Surat N1 s.d N7 deri Lunsh

d Surat Pamyatasn lan Orang Tus

@ Sur Pamyatasan Dapensas: Naan yang lelah gkatahu KUA

Penarimaan Verifik banghkap ] ®e buku
Pamohon B Borkas Berkas |~ Repisier
(Froot Office) (Fromt QOffice} (Froet Fllcc'

,  Sistem Mekarvame dan
Prosedur
| l_l_mmm - T Vakaani parsyaratan can
Rekumerdssi . Pertatiutan Legsbsas)
(oo (Sekretaris Camat) (Kas)
3. |Jangka Wakly Pelryanan 10 - 15 Manit
4. |Bleya/Tam Ceats
5, Prm Felayanan Surat Dispensas: Nkah
1 1. Kotak Saran
8 :"’:‘;‘""‘dm"‘"';',“m'““’"" o 2 Telp 0752- 84509 HP. 0B12 8624 5200
| 3. : JI Rasuna Said No han M s . Kota Padang Pa
8 Komponen Standar Pelayanan yang ferkait dengan pe pergebbian peiy 1 di intermal organisas {marufaciurieg) melipus
T AR
No | _Kompoaat Uraian
1, Ungang-undang Nomar 1 Talwun 1974 tentang parkawnan
1. |Dasar H 2. Peraturan Walikcta Padang Panpng Nomor 02 Tabun 20186 tentang Peryelenggaraan Admmistras:
Tarpacu Kecamalan di Lnglangan Pamedintan Kota Padang Panjang yang barusa pandeagasian
sebagan kewenangan pada aspek periznan
1. Komputer 6. Ruang Kerja
2. Printer 7. Leman Arsip
2 Sarana, Prasarana, a M 8. Tos
* |carvatau Fasiitas s . Aol
| 4. Kursd 9. Ruang tunggu
S.ATK

& Memahami paraturan-peraturan pendukung.

b Memahami dan menguasal tugas pokok dan tungsi
c. Marmpu mengoperasikan kompuler dan internet

d Ramsh dan sopan

& Berpanampian menank

. Minimal barijazah SLTA/Saderajat.

3. | Kompetens: Pelskssns

4. iPemmaan Internal Camat
8. Jurnlsh Pelaksenas 4 Orang ( 5taf, Kasi. Sakretaris, Camat)
8 ZJmnnv\ Pelyyanan Melayan MmeEsyarakal dergan cepst, bapat gan memusskan
| Jaminan Keamanan dan
7. lKeaehnman Potayanan Tanda wngan asl dan stempei basan
8. :Evahnsl Kinen@a Pelaksana |Evalias Tahunan

Padang B 4 Januvarl 2022
mad P injang Barat




STANDAR PELAYANAN i oohuren se2

|Revis| : 24 Jaruan 2022
LEGALISASI DAFTAR SUSUNAN KELUARGA UNTUK
PENGA.JUAN PENSIUN Tgl. Effeidit | 01 Fabruari 2022
UNIT KERJA ; KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
A 'Kw\pomn Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampalan pelayanan (service delivery) meliputi:
@!-i - T —— — — i -
1. Blanko yang telah disi dan dtandatangani okeh pemohen
1, [Perayarstan 2. Folocogk KTP dan KK
- rifikan Validas
kelengtapan persyaratan
feochan :::; berkas (Leket dan
o |(Sistem Mekarisme dan ot Kasi)
" |Prosedur
Penyeranan ke Lega
Pesmahon Rehomenday
|tk | it} |
3. |Jangka Waktu Peiayanan (05 - 30 Menit
4, |Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
5. |Produs Pelayanan |Legalisasi Daflar Susunan Keluarge untuk Pengauan Peasiun
|1, Kotak Saran
8, "e'“"?;"" Pengadian. | Tey 0752 . B4S0S  HP: 0B12 6624 5200
" 13 Surat ; JI. Rasuna Said No, 44 Keiwranan Kampung Manggis - Kola Padang Panjang
B |Kompenen Siandar Pelayanan yang 1erkait dengan proses pengelolaan pedayanan di intemal organsasl (maredacturing) meliputl
“Ne | Komooren T — _ Umian S —
1, |Dasar Huk |1 Peraluran Walikota Padang Pangang Nomor 02 Tahun 2016 lemang Penyeienggaraan Administrasi Terpadu
e [Kecamstan d Linghungan Pemerinish Kota Pagang Panjeng
2 Sarane, Prasarana, imelar. Printer, Mep, kursi, ATK, ruang kerja, leran aesip, lelepon, rang unggu, Balaman parke, toilel,
© |dan‘atau Fasiitas [ruang shalat, dan mecia infoamasi
8. Memaham peraturan-paraturan pendukung,
b, Memanam dan menguasai lugas pokok dan fungsi.
3, |Kompetensi Pelaksara  |c. Ramah dan sopan
d. Berpenampiian menarix
le. Minimal berijazah SLTA/Sederajt,
4, |Pengawasanintlemal | Camet
5. |Jumiah Pelaksana 3 Ovang (1 Orang Stef 1 Orang Kegala Sexsl, dan 1 Orang Camat)
6. |Jamnan Pelayanan IMedzyan masyarskat dengan cepal, tepat, dan memuaskan
Jamnan Keamanan dan |,
1. Kesel Pelayanan | anda tangan ash dan stempel basah
] ity Eveasi Tahunan

Pelisana




STANDAR PELAYANAN

LEGALISAS| KETERANGAN AHLI WARIS

o, Dokumen - SP-03
Revisi 24 Januan 2022

Tgl Effehst 01 Jamant 2022

1. Fotocopt KTP / XX yang bersanghutan dan saks

KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

2. Surat Permyataan Wivls yang teah deandatanganl dangan Materal 10000
3. Surat Keterangan Ahk Wans yang teish ditandalangani oleh Lurah
4. Fotocopd Surat Kemasian

Vertiasi kelergkapan Mercatal ks buku
Poamanon |-+ m&z’“‘ S Herkas >
' (Frort Offco) Front Office)
2 “Sistem. Mekonésme dan
"Fm Vidahasi WA dan
PRy Rl
‘ Rekomoncas: MrﬂrdSIN:onm Comat) e—o]  Pembuturan Legaisasi
(Camap) (Kasi)
3 Jangka Wakiu Pelayanan |10 Meni! - 30 Mer!
4  Bisya/Tant Tudak Ada
5 Produk Pelay Rok rvdasi Sural K Won Ahk Wars
| Vp 1. Kosak Saran .
6 dan Snguiuen. 2 Tep :O752-84509 HP: (812 6624 5200
! 3. Surat - JI Rasuns Said No. 44 Kelurahan Kampung Manggis - Kota Padang Panjang

* Dasar Fukum

B Komponen Standar Pesyanan yang teiit dengan poses pang pelay G intamal org i (m o i |

1. Peraturan Wakkots Padang Pa

mgang Nomor 02 Tatwn 2018 0 Preerpeianggarsan Ad

K alt voan f

Kota Padarg Panjang

Sarara, Prasarana,
dan‘atauy Fasitas

‘Kompetens| Pedacsana

Informras

& M i peraturan-paral 2 9

. Mersnami dan mengussai tugss pokok dan fungsi.
c. Ramah dan sopan

@ Berperasrpilan menark

8. bergamsh 51 TA/Sedarmjal.

4

|
|
|
Paogawasan irtemal
|

e —

8. Jumish Pelsksana

ot —
2. Kepaly Seksi
3. Petuges Pelsyaran

3 Orang (1 Orang Petlugas Patayanan 10;;\(:@ s‘mloav;| Orang Camat)

5 i.lomnon Palayanan

1 Peaguruaan Surat yang Nysman
2. Fenguiusan Sural yang Transparan, Cepat dan Mosal

“Jamingn Keamanan dan

? Knastsmatan Polayanan

Tanus langen asli den stermpel besah

B Evakiasi Kineda Palaksana

Evalas Tatunan




STANDAR PELAYANAN  |to pouwren seae
piciov . Revis : 24 Januan 2022
Legalisasi Rekomendasi Surat
Kepemilikan Tanah 7ol Effekil ;01 Februan 2022
UNIT KERJA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
Mo | 1| — o e
1 Surat Permoheran Pendaftaran Tanah ke Agraria
2 Surat Pemyalzan Kepemilkan'Perguasaan Tanah
3 Swat Persetuuan or Kelargs / Kaum beg Tanah Kaum
Surat Kuasa bag Tanan Turunan ARl Wans
1 |Pe tan I‘
e 5 Surat Keterangan Warls
6 Surat Keterangan Kemalian dari Kelurahan
7 Fatooopi KK ! KTP masirg-masing
8 Fotocopi Ranji yang dketahu oleh KAN
Venlkasi heenghapan Mancald 42 buku
Penednsan Pekas L.
Pemahan +— Barbae Register
ot Offon) {Front Offics) Frort i)
Sstem Mekanisme dan I
2 lorend
aidasi persyaraan dan
= Vi i pe
Rebomendasi 1 mﬁmr s Pembubchan Legalsasi
(Cam) (Kss)
3. |Jangka Wakhu Pelayanan  |1-2 Hari
4 |Baya/Tanil Tidsk doungut baya
5. |PodkPelivansn  [Legaleasi Rekomendasi Surat Keperifikan Hek Tarah
- 1 Kouak Saran
nanganan Pergaduan,
8. saian & mesukan 2 Tep 0752-84500 HP. 08128624 5200

3 Swrat JI Rasuna Said No 44 Kelurahan Kampung Manggis - Kota Padarg Panjarg

B |Kompenen Standar Pelayanan yang terkast dergan prases perpeolaan pelayanan o infermal organisasi {mariachring) meiputs
No|  Komporen |  Umw
1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentarg Undarg-urcang Pokek Agrana
1. |Dasar Hukum 2. Peranran Walkota Padarg Panang Nomar 02 Tanun 2016 tercang Penyelerggaraan Acministras|
erpaou Kecametan d Lingargan Pemenrtah Kota Padeng Parjarg
3 Saranz, Prasarana, Meg, kursl, farmulir ATK nuang kera. leman arsp, ruang unggy, halaman parkr, taikel, ruarg shalal, dan
dan/atau Fasitas medi informasi
& Memaham peraturan-paraturan pendukung
b. Memanami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
3. |Kompetensi Pelaisana ¢. Ramah dan sopan
d Berpznamalan menark
s ____|e Minimal beriazah SLTA/Sederajat
4 |Pengawasan Infemal 1 Camat
5. |Jumiah Pelaksana 3 Oreng (1 Orang Petugas Pelayanan 1 Orang Kepala Seksi dan 1 Orang Camat)
g (Jaminan Palayaran 1 Pengurusan Surat yang Nyaman
’ 2 Pengurusan Sural yang Transparan, Ceget dan Aarat
Jaminan Keamenanden |
7 K Palayaran Tandz tangan asl dan sterpel tasah
8 |Evawasi Kinerjs Peaksana |Evaiast Tehunan




o Cosumen EA05
STANDAR PELAYANAN
Rovisi 24 Sanuad 2022
LEGALISASI REKOMENDAS| SURAT KETERANGAN T Efteeat O Fotran 022
BERKELAKUAN BAIK
UNIT KERJA KECANATAN FADANG PANUANG BARAT

Komponan Standar Pelayanan yang terkast dengan pr penyamp

0 Resomendas SHBE den Aran
0 Fotocapy KTP can KK

M”“’F"]_. | Barkas
I-ﬂ Laket)
Siem Mekanene dan

{Prosecur
Porpershan b
Labia) 1 (Carras)

3 |Jangan Wakiu Peleysran 5. 15 Ment
4 |Mapailan Tidok dipungut Eisya = ST

5 |Produk Pelayanan Legalsasi Rekomandasi Suat Kelorangan Barkelahukan Bak

Fan — 1. Kotak Saron
ngaran s Z
e hoiirghatofabinioiin 2 Telp - O752- 54500 +°. 0812 6624 5200
3 Surmt : . Rissuns Seid No. 44 Kelurshan Kamgang Marggs - Kota Paderg Pargsrg
= Kompanen Standar Pelayanan yang lerksd dengan proses pangeblaan pelayanan di -] (3 facturing)

5 11 Petaburan Waliota Padang Parang MNomer 02 Tatun 2016 tentarg Permyelenggarman Admicistras:
Eoat Enbion | Terpad: K di Ungkungan F Kota Padarg Panang

2 Sewna Praeerera, cantales :Knmptuv. Printar, Meja, ks, ATK rueng kera, lemar arsig, ruang lunggu, hasman pands todet, nang
Fasiling Ishaat. dan meda ifonTasi

|8 Mamaram camtoan-parahion pendissng

D Vamaram dan imenguiel fugas pokok gun fungs

1€ Maniu meogoperusiun honouwet dan el
prom Evivhume ‘d Aaman gan Scpan

o

fl Somenampian Menotk

|t Mrarrest beriazin SLTAS B8t
1 |Sargawammn reamat |Carmme
£ |dumtan Pelansan zsorwumsw.i Orang Kepala Seksi, dan 1 Orang Camat)
£ |Jamnen Polayanan IMﬂwh MBSy DN, 0eNQ N COPAL, 1RET dOn MOMmuIskan
] i "’"""":ﬂ Tanda tangan ast: dan stewpel bsat

Evabinn Knenu Pulsbasns | Evwuss Tatruean




Dckimen  SP-00
Hews 24 Jarenn 2022
01 Febnuarl 2022

STANDAR PELAYANAN

LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU *

UNIT KERJA

: KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Komponen Standar Palayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (sendce delivery) meliputl

= Folocop KTP dan KX

(manufacturing) meliputi ;

1. |Persyaratan b Suran Keterangan darl Larah
C. Surst Ketwrangan Kulsh  Prastas (begi Sessivwe)
Panecmaan Venfias Verfikas persyaratan dan
Femchan |-+ Beckos kelengcapan Berkos Legalisas/
AF ] Fron Offce! (Kasi
o [Sistem, Mekanisme oan
e ol [ Weranazamgst | et
(G |_(Sakraiang Coman)
3. [Jengaa Wasty Petiysnan 5-10 Merst
4 |SieyaTanl Grass
5 |Produk Pelayaran Leg F Swat Qan Tidak Mamg
1 Kotax Saron
g [Perangansn Pangaduan, 2 Tolp | 0752- 84500 HP 0812 €624 5200
Saran dan masuan 3 Surar  JI Rasuns Said No. 44 Kelwrshan Kamgung Manggs - Kata Fatang Paneng
8 Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisas:

F«mw-m Padang Pangang Nomor 02 Tahuan 2016 tentang peny

rggacaan P

9 tota padang panng

|Kompesar, Pnnh. Map, ks, ATK, nang kacg, laman arsp, talepon, nang tunggu nalaman parkr

darvatau Fasih foilel, nasng sheer, dan meda inormasi
2 peratLran p ang
b Mamahaem dan menguasal 1ugas pokok dan fungsi
3 [Kompeteoms © Mavpu mengaperssitan komputer dan intermet
@ Ramah dan scpan
 Bacpenamolan mecark
1. Minenal berjazah SLTASederzt
4. |Peoguwmar Inerms Carat
5. |Jumian Pesksans 3 Orang {1 Orang Staf 1 Orang Kepala Seks. dan 4 Orang Camat)
6. [Jamican Petsy kat dengan cepat, tepat | dan memusskan
7 """':"‘_'_"_""', 93 e tangan ast dan stempel basan
8 |Fusluasi Koade Pelskaana  |Evaluasl Tanunan

i AGUSTMN.S.P
880515 201101 1005




N, Dokumen  SP-07
STANDAR PELAYANAN
Fwds 24 Jarauri 2022
REKOMENDASI PERMOHONAN JAMINAN Tg. Effestt - 01 Februan 2022
KESEHATAN MASYARAKAT

UNIT KERJA

KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

A Komponen Standar Pelayanan yang terkail dengan p

(senvice delnery) melipull

peny

& Fotocopl KTP dan KK

2

Parsyarolae
b Surat Penmohcnan yang telah di tanda tangan Lurah
Pane s Ventiani ] Verfkas persyaratan dan
Pemohon Berkas kefenghapan Darcas Pembuouhan Legaisasi
f Frot Ottce (Kasi
|Siston, Makanisme dan
Prosadur
Peoyershan ke Pemonan K?"_""T"m
{Loket) A
Jangha Wiskeu Pelayoren |10 Mera
BiayaTord |Grotla
Frodux Palayasan Lw Resomendas Per ' Masy
1. Aotuk Seean
Feranganan Pengaduan
7 el s 2 Telp ' 0752 - 84500  H= 0512 6624 5200

Komponen Standar Polayanan yang terkait d

3. Surst | A Resune Sacd No. 44 Kelurahan Kaerpung Mornggss - Kot Pdeng Pansng
pengelolaan pel di intemal organisasi

ey

annnn wum Pldln P.pm anu oa Tan 2016
kecamatan o lngkurgan pemerirtah kota padang pangng

Komputer, Printar, Mgga, lrsl. ATK nuang kena, laman arsp, toapon nandg tunggy, halaman parar,

d | Fasiitas tollet, rueng shatst. dan meda informas|
a P pernbran pendkurg.
b Memaham den mengussa tugas pokok den fungs
€. NSmpn Mengoperasicen Komputer dan irternet
3 Komostuns Pomsswm | Horheh it vakh
e Berpenampdan menank
f Mrimx beryazoh SLTASederapt
4 Ferg s Irtesnad Camat
6. | Jumksh Py 3 Orang {1 Orang Stat 1 Orang Kepals Sakst gan 1 Orang Camat)
€ Javnar Petseysnan Melayan masyarakan dengan cepar, tepar, dan memuaskan
7 emsianstan Pemaran___| ¥ 190 0 st s
¥ Evsvas Kreos Pelokssns | Evaluasi Takunan




No Dekurwn | SP-08
Ravis 24 S 2022
Tgl Efedr . 01 Febnan 2022

STANDAR PELAYANAN

LEGALISASI REKOMENDASI KETERANGAN DOMISIL)

UNIT KERJA

KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

|
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

3

a Rekomendasi Keterangan Domisii dan Luran
0 Fotocopy KTF can KK
Fanerimaan [Verfkas Kelergkopan | VeriThaal parsyaraan aan
Pamahon = Backas Borkas Pamty, L
(From Otfcel (From Offce)
2 ‘Sistam, Mekarisme dan
Prosodur [ TEerdelargan ] — =y
mm (Sekresans Camet)
_3  dergka Woktu Peisyanan  |5- 15 Manit
A BayaTad Ticak clpungut Blaya
5 Produk Peayanan L Ao Surer  Dormsi
1. Kotak Sarar
g [Penmanganan Pengaduan, 2 Tolp 0752 - BASNE HP 0817 6624 5200
S an dan masban 3 Sual 3 Rasuna Sad No 44 Keuaban Kampung Marggis - Kota Padang Fanjang

Dosar Mkum

Kompenen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufactuning) meliput -

1. Peraburan Waiketa Padang Pangeng Nomor 02 Tabun 2018 lertang Peryelenggaraan Admiristras: Temacy
Kecamatan d) Lngkungan Pemenntah Kota Padang Panjang

‘Sarana, Prasarana, oo atou
Fasitas

Komputer, Prirtar, Mo, lorsi, ATK. nuang kena, leman arsip. nuang tunggu. halaman parkr. toliat, naang shast,
don media inf i

Kompetenst Pelsksana

8. Merabams persturon
o Memabam dan menguasal lugas pokok dan fargs
o Mampu mangopesazkan kompater dan niernet

d. Ramah dan Sopan
o Berparamolon mersk
f. Minimal be- gz SLTA/Seceaje
4 |Pengawasan intermal Camat
5 Jamish Pelaksana 4 Orang (1 Orang Staf 1 Orang Kepala Seksi, 1 Orang Sekretans dan 1 Orang Camat)
& Haeringn Paiayanen Maliyan masyaskal engan Capal, lagsl, ceo ramuashan
Aarrinan Keamanan dan
7 i ; Tanda tangan asi dan stevpel basah

(Evanas Kneep Pelaksana

Evstuasl Tannan




. Gokumen - 5508
STANDAR PELAYANAN ,
Rows 24 Januan 2022
LEGALISASI REKOMENDASI SURAT KETERANGAN Tg Effeidl! | 01 Jarume) 2022
BERSIH DIRI (SKBD)

KECAMATAN PADANG PARJANG BARAT

b. Fotocopy KTP gon KK
Serenmaan [V <eengoaan | [Verfikan persyaraan gan |
Parrchon Ferhas Berkas Porrtubuhan Logalsas
| ol [Frent Offica) {
z (Sigtam. Mekarisme car
Prosadur
W Memarat Rekomendas|
(Cane) 1ser. Comss)
|8=0Mal
Tidak dipangus Baye
|Legals 7“7 . Suat qa Bersh Dirl
1. Kotak Ssrsn

2 Tep 0752-84508 HP 0812 6824 5200

3 Surat  JI Rasuna Said No. 44 Kelurahan Kampung Manggis - Kota Padang Panjang

a Komporen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengeiolaan petayanan dl internal arganisasl
‘(manufacturing) meliput

1. Paraturan n Pagang Pargarg r mw 16 lemang Admnsm Temadu
Kecamatan dl Lingkungan Pemarmiah Kota Padang Panang

Komputar, Prirter, Mep. kus:, ATK, riang kera. leman ansip ruang tunggu, halaman parks %iiet. nang shalat,
dan meda infarmasi

3 Kampatonsi Polaksana

+

a L per 1P q
B, Memaham dan mengussa fugss pokok dun fungsd,
C Manpu Mengoparasitan kompaer dan intemal

d Ramah dan Eopan

e Berpenampian morank

I Minerwl becjazsh SLTA'Sedermmt.

4 Pergawsssn Irtecns Carmst
S Aardah Pelwsana 4 Orang 1 Orang Staf .1 Orang Kepals Sexs. | Ovong Sekretaris don © Orang Camat)
£ Jaminan Felay flary asyarakst dengan cepet, fepal. dan
Jarvinae Kesmanan can
T Kesel Pela Tarsa tangan ask gan stempel bazah
8 Funas Keadgs Polakasna  [Evaluasi Tahunan




0. Dotumen  SF-10
Rorensi

STANDAR PELAYANAN

LEGALISASI REKOMENDASI SURAT KETERANGAN LAINNYA

24 Jorvamt 2022

Tgl Effest! 01 Janwani 2022

UNIT KERJIA

KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

A fKomponen Standar Pelayanan yang terksil dengan proses penyampalan pelayanan (senice delvery) meliputl

dan mamun

3 Sumt g g cort Luwrah
» P - b Fotocopy KTP doan KK
B, Barkss v«m-a: t::-w Vantiasi parsyaman dan
P ™ Pamb y L
P Omoly (From: Otfice) [l
2 |Smtem Mekarisme dan
" | Prosedur
| ~4 ™ l!ll
G (Sedretans Canat)
3, [Jangka Wbty Pelmman |5 - 15 Merdt
& BuyaTal Twtok dpunge Boys
5. Produk Pelayensn Legalsanl Rekomendas Surat Kelerongan Loy
1 Kotak Saran

s |Fananganan Pergaduan, saran

Z Tap 0O752-84508 HP: D812 8624 5200

3 Surat JI Rasuna S3i No 44 Kelurahan Kampurg Manggs - Kola Padang Panarg

. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dangan proses pangelolaan pelayanan di intemal organisasi (manufacturing)
\meliputs :

1 Peraturan Wakkota Padarg Panjang Nomor 02 Tanun 2016 tartang Panyalenggaraanr Aominisirasl Terpadu
Kecamasan d Linglungan Pemerrtah Kota Padang Panang

+
4 Pungawasan Inteensd

5 Saw ¥ X Printee, Meja, kurss. ATK ruang kers, beman arsip, rusng tunggu, haceman packs, tailet, ruang shalat. dan
(Fusias rmecha inf
o, Memarami pecstirsn-pecaturn pendukung
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LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

_PADANG PANJANG

KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2022




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
rahmatNya Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Padang
Panjang Barat Ini dapat kami selesalkan dengan tepat waktu.

Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Padang Panjang Barat Ini kami
selenggarakan khususnya untuk mensosialisasikan draft Standar Pelayanan Publik (SPP)
yang akan ditetapkan, menampung saran dan masukan darl berbagal pihak terkait
dalam rangka peningkatan pelayanan publik di wilayah Kelurahan se-Kecamatan
Padang Panjang Barat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat
kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan.
Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran identifikasi permasalahan yang terkait
dengan pelayanan publik sesual dengan diskusi berbagai pihak terkait berikut dengan
rencana tindak lanjut penyelesalan masalah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) inl kami
susun. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak
terkait. Terimakasih,
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LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan public

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
mengamanatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan
masyarakat sebagai upaya membangun system penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Selain itu, pelibatan masyarakat lebih
jelasnya tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar
pelayanan sampai evaluasi dan pemberian penghargaan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan
public dapat diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak kebutuhan
dasar dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu pelaksanaan partisipasi
masyarakat tersebut perlu adanya koordinasi antara pemerintah sebagia
penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang
diwadahi dalam Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat
dapat memberikan masukan dam saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik
atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas
pelayanan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :




a. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan
publik, dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik,

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat
atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara layanan.

Manfaat :

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di bidang
kependudukan dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan
masyarakat.

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:
Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Survei Kepuasan Masyarakat;
Kebijakan lain terkait pelayanan public.

s W

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

FKP dilaksanakan hari Kamis tanggal 08 April 2022. Pukul 09.00 Wib - selesai
bertempat di ruang rapat Kantor Camat Padang Panjang Barat Jl.Rasuna Saiid
No.44 Kel.Kampung Manggis Kec.Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP
« Penyelenggara FKP .
Penyelenggara FKP adalah Camat dan Lurah se-Kecamatan Padang Panjang Barat.
o Peserta FKP :
a. Camat Padang Panjang Barat,




Sekretaris Kecamatan Padang Panjang Barat,
Kapolsek Kota Padang Panjang,

Danramil 01 Kota Padang Panjang,

Ketua LPM Kecamatan Padang Panjang Barat,
Kepala KUA Kecamatan Padang Panajng Barat,

a p o
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g. Lurah se-Kecamatan Padang Panjang Barat,

h. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat,
i. Staff Seksi Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode pelaksanaan FKP dilaksanakan secara tatap muka, dimana Kecamatan
dan Kelurahan se-Kecamatan Paadng Panjang Barat selaku penyelenggara dan
menyampaikan rancangan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021, dan para undangan dari instansi teknis
terkait hadir untuk memberikan saran dan masukan terhadap materi dan kendala
yang muncul pada saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

4. Susunan Acara FKP

Adapun susunan acara FKP yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

« Pembukaan oleh Camat Padang Panjang Barat.

e Pemaparan materi oleh Kepala Seksi Pelayanan meliputi draft Standar
Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Padang
Panjang Barat dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021.

« Diskusi antara peserta rapat dan penyelenggara.




« Penandatanganan Berita Acara FKP Kecamatan Padang Panjang Barat.
C. HASIL PELAKSANAAN FKP
1. Identifikasi Masalah
a. Penyamaan persepsi dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP)

b. Pembahasan Standar Pelayanan

2. Analisis
a. Standar Pelayanan Publik disusun berdasarkan regulasi yang ada.
Seiring berjalannya waktu, regulasi mengalami perubahan dan
diperlukan adanya keseragaman antar Kecamatan dan Kelurahan dalam
menyusun Standar Pelayanan Publik sehingga tidak terjadi Mal

administrasi.

b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan untuk mengukur

kepuasan publik terhadap berbagai indicator pelayanan publik,
sehingga hasilnya dapat menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi dalam

pelayanan publik kedepannya.

3. Rencana Aksi
No Rekomendasi dan Target Tindak Lanjut Penjelasan
Penyelesaian

1. | a. Standar pelayanan yang 5 hari kerja dari Penyamaan
sudah dibahas dan disepakati pelaksanaan FKP persepsi dalam
akan dipublikasikan melalui (15 April 2022) penyusunan
website Kecamatan Padang Standar
Panjang Barat. Pelayanan Publik

b. Masyarakat pengguna sebe]um

layanan dapat mengajukan finalisasi.
tanggapan dan masukan




c¢. Kecamatan Padang Panjang

Barat akan menyempurnakan
berdasarkan tanggapan dan
masukan masyarakat
d. Penetapan dan penerapan
Standar Pelayan akan
dievaluasi
Agar Kecamatan dan Kelurahan Berkelanjutan Hasil SKM
se-Kecamatan Padang Panjang dimulai dari yang diukur
Barat melaksanakanSurvei bulan Mei setiap
Kepuasan Masyarakat (SKM) 2022. tahunnya
bisa menjadi
acuan untuk
perbaikan
dalam
pelayanan
publik
kedepannya.




D. Penutup

Demikianlah Laporan Penyel araan Forum Konsultasi Publik ini
dibuat untuk dapat dijadikan acuan tidak lanjut perbaikan pelayanan pada
Kecamatan Padang Panjang Barat.Sekian dan terima kasih.

r;JIP.19880 5201101 1 005




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jalan Rasuna Said No.44 Padang Panjang Kode Pos 27111

Padang Panjang, 05 April 2022

Nomor ¢ 005/ /Pelayanan-KPPB/TV/2022 Kepada Yth:
Sifat :  Penting
Lampiran : - Sdri/i : Daftar undangan terlampir
Hal ¢ Undangan
di-

PADANG PANJANG

Dengan hormat,
Sesuai dengan arahan dari Kepala Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang
tentang Kewajiban Pemenuhan Standar Pelayanan Publik,perlu kiranya dilakukan
evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami undang Sdr/i untuk

hadir pada:
Hari/Tanggal : Jumat/08 April 2022
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Padang Panjang Barat
Acara : Rapat Evaluasi Pemenuhan Standar Pelayanan Publik

Di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat

Demikian surat ini disampaikon kepada Sdr/i /atas kehadirannys diucapkan
terima kasih.

CAMAT PADANG PANJANG BARAT
/KOTAPADANG PANJANG

Tembusan: Disampaikan kepada :
1. Yth. Bpk Walikota Padang Panjang di Padang Fanjang (sebagai laporan).
2. Arsip.




Daftar Undangan :

1. Sdr.Lurah se-Kec.Padang Panjang Barat

2. Sdr. Kapolsek Kota Padang Panjang

3. Sdr.Danramil 01 Kota Padang Panjang

4. Sdr.Ketua DPC.LPM Kec.Padang Panjang Barat




Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jalan Rasuna Said No.44 Padang Panjang Kode Pos 27111
Telp. (0752) 83104, 84509
Email kec.padangpanjangbarat@padangpanjang go.id-
Website:www. padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 570/004 /CAMAT-PPB/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota Padang Panjang tentang Standar Pelayanan
pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang
Panjang.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
daerah Kota Padang Panjang;

6. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;







Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KELIMA

-2-

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022.

Standar Pelayanan pada Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Padang Panjang

Barat Kota padang Panjang meliputi :

1. Pelayanan Rekomendasi Surat Nikah dan Dispensasi Nikah;

2, Pelayanan Rekomendasi Daftar Susunan Keluarga untuk
kelengkapan administrasi pengurusan pensiun;

. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;

. Pelayanan Legalisasi Surat kepemilikan tanah;

Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan

Kepolisian/kelakuan baik;

. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan kurang

mampu/penghasilan;

. Pelayanan Rekomendasi permohonan jaminan kesehatan;

. Pelayanan Rekomendasi keterangan domisili;

. Pelayanan keterangan bersih diri;

.Pelayanan  keterangan lainnya sesuai kebutuhan
masyarakat.

cOV®N O waw

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/
pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan olech pimpinan  penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 14 Januari 2022

a.n. WALIKOFA PADANG: PANJANG
Vel \NG PANJANG BARAT,




